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SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

NOMOR : W6-A5//KU.O1/tI/2O22

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENANDATANGAN SPM,
STAF PENGELOLA KEUANGAN SERTA PENGELOLA PNBP PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Membaca : Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Repubilk
Indonesia Nomor : 63/PAISK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja ch Lingkungan
Mahkamah Agung Tahun 2022 dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;

b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (19) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Menten/Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang
bertanggung jawab atas pengeloIaan keuangan Kementrian NegaraiLembaga yang
bersangkutan;

c. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pada Pengadilan Agama Muara Enim, Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI mendelegasikan Jabatan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Sekretaris
Pengadan Agama Muara Enim;

d. bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan
secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan
surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Enim
tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan
Penandatangan SPM, Stat Pengelola Keuangan serta Pengelola PNBP Tahun
Anggaran 2022;

e. bahwa Pegawai yang tercantum dalam Keputusan mi dinilai cakap dan mampu
untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200S tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nonor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan den Beara

Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Pemenntah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
yang Berada dibawah Mah.amah Agung;

9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung Republik Indonesia;

11.



11. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kineda
Pegawai Negeri dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada
dibawahnya;

12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang
perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretanatan Peradilan;

14. Keputusan Presiclen Repubhk thdonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan
Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan
Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

15. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 63/PA/SKIXIII2O21 tanggal 2 Desember 2021 tentang
Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaraniPengguna Barang Satuan Kerja cii
Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2022 dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya;

16. PP 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP;
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan

Negara bukan pajak.

Memperhatikan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Enim tentang
Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan
SPM, Stat Pengelola Keuangan serta Pengelola PNBP Pada Pengadilan Agama Muara
Enim Tahun Anggaran 2022.

Pertama : Menyatakan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No W6-A5/66/Ku.01/I/2022
tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Spp Dan
Penandatangan Spm, Stat Pengelola Keuangan Serta Pengelola Pnbp Pada
Pengadilan Agama Muara Enim Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dicabut
dan tidak berlaku lagi

Kedua Menunjuk dan mengangkat Pegawal yang namanya tercantum dalam lampIran Surat
Keputusan mi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan
Penandatangan SPM, Stat Pengelola Keuangan serta Pengelola PNBP pada
Pengadilan Agama Muara Enim Tahun Anggaran 2022.

Ketiga : 1. Tugas dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan
adalah:
a. Membuatlmenerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang
Persediaan (SPP-GUP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TUP), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-

LS);
b. Menandatangani dan rnengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara

Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani anggaran sesuai ketentuan
yang berlaku;

c. Menandatangarti administrasi pembukuan bendahara pengeluaran pembantu
(BPP);



d. Menandatangani Surat Pealanan Dinas (SPD);
e. Melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran pembantu

sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
f. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih;
g. Menaridatangani surat-surat bukti mengenai hak penagih;
h. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan;
I. Menerbitkan Surat Perintah Bayar untuk tagihan yang dibayar dengan Uang

Persediaan (UP);
j. Membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang

bersangkutan dan memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
k. Membuat surat Penetapan Panitia Lelang dalam pe!aksanaan pengadaan

barang dan jasa;
I. Membuat Rencana Ker]a dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan pada tahun yang

bersangkutan/tahun berjalan;
m. Membuat dan menandatangani kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), Berita

Acara Penelitian Penawaran, Benta Acara Serab Terima dan surat-surat yang
berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dan bukti pengeluaran rutin;

ri. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang dikuasainya yang
meUputi presentasi pelaksanaan kegiatan baik mencakup sasaran, keluaran
maupun dampak kegiatan tersebut kepada Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang secara periodik yang kemudian diteruskan
kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;

o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Kewajiban Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM adalah:
a. Petugas Penerima setelah menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP),

memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi cheklist kelengkapan berkas
SPP, dan membuaimenandatangani tanda terima SPP berkenaan,
selanjutnya menerbitkan SPM untuk ditandatangani;

b. Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM melakukan pengujian atas SPP,
sebagai berikut:
- Memeriksa secara rinci bukti Pengeluaran dan dokumen pendukung SPP

sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran da(am DIPA urtuk mempecoe

keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau keiayakannya dengan

prestasi keqa yang dicapai dengan indikator keluaran;
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut, antara lain:

i. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
oranglPerusahaan, alamat, nornor rekening dan nama bank);

ii. Nilal tagihan yang hams dibayar kesesuaian dan/atau kelayakannya
dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang
tercantum dalam kontrakiperjanjian kerja.

Tugas dan Kewajiban Staf Pengelola Keuangan adalah:
a. Membantu pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran;
b. Melakukan input data realisasi anggaran dan penerimaan PNBP ke dalam

aplikasi Sistem Akuntansi lnstansi Berbasis Akrual (SAIBA);
c. Mengelola pencatatan dan pendistnbusian barang persediaan;
d. Melakukan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Tugas dan Kewajiban Pengelola PNBP adalah:
a. Menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tanf PNBP;
b. Mengusulkan penggunaan dana PNBP;
c. Menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan
anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;



d. Memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;
e. Melaksanakan anggaran yang bersumber dail paga penggunaan dana PNBP;
f. Mengelola piutang PNBP;
g. Menyusun dan menyampàikan laporan pertanggung jawaban PNBP.

Ketiga : Keputusan ni mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hail ternyata terdapat kekeliruan dalam kepütusan ml, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Salman surat keputusan mi disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahuj

dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 14 Februari 2022

'Kuasa Pengguna Anggaran

,7/'/ Pen9 dilan Agama Muara Enim,

Yeni spita,S.Ag
NIP. 1 307052003122005

Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung RL Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeilksa Keuangan RI, Jakarta;
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahmakah Agung RI, Jakarta;
4. Kepala Badan tJrusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
6. Ketua PengadUan Tinggi Agama Palembang;
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lahat;
9. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim.



Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Muara Enim

Nomor W6-A5/°0 /KU.01/II/2022
Tanggal : 14 Februari 2022

NO
NAMA PEGAV/Al PANGKATI JABATAN

NIP GOLONGAN/RUANG

t Azhari, SR, M.Si. Penata Tk.I I (III/d) Pejabat Pembuat Komitmen

19721118.199401.1001

2. Rahini OkaTia, S.H.I. Penaa I IllIc) Penguji SPP dan

19801007.201101.2.005 Penandatangan SPM

3. ayan RohandaS.H. Penata Tki I (IllId) Staf Pengelola Keuangan

197512 14.200934.1.UO1

4. Azuardi Rizal, S.SL Penata I (Ill/c) Staf Pengelola Keuangan

19841115230912.1 .034

5 Luthfi Hadisaputra, S.H. Penata/ (Ill/c) Pengelola PNBP
19831219,201212.1,002

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 14 Februari 2022

}<uasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Muara Enim,

Yeni Pu pita,S.Ag
NIP. 197307052003122 005


